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BADAN KEPEGAUTAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2A16

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a.

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2015 tentang

Ttrnjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Kepegawaian Negara, perlu mengatur kembali

pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran

tunjangan kineda pegawai di lingkungan Badan

Kepegawaian Negara;

bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian,

Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun

2015 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga

perlu diganti;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Badan Kepegawaian Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9a);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 20 13 tentang

Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Presiden Nomor l2O Tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24Ol;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2Ol4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 3 I Tahun 20 15 tentang Perubahan Atas

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor L9

Tahun 2Ot4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol5 Nomor 1282\;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36

Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 1834);

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24

Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 961);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36

Tahun 20 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1 3821;

MBMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN KBPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TBNTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DA N

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan. Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara yang

selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil

Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Negeri Sipil

yang dipekerjakan atau diperbantukan, termasuk Calon

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian

Negara.

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan

kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatan.

3. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan

tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

4. Cuti Bersalin adalah kondisi Pegawai wanita yang tidak

masuk bekeda karena persalinan yang pertama, kedua,

dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil.

7.

8.
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5. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja

karena alasan kesehatan.

6. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk

bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter.

7. Cuti sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit

dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat

keterangan rawat inap dari puskesmas' rumah sakit,

atau unit pelayanan kesehatan lainnya.

8. Cuti Sakit Rawat Jalan adalah kondisi Pegawai yang

menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat

inap dibuktikan dengan surat keterangan istirahat dari

puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan

lainnya.
g. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja

karena alasan keperluan pribadi atau keluarga

berdasarkan persetujuan atasan langsung.

10. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak

masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.

1 1. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis

dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh

atasan langsung.

12. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan

oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja

baik secara elektronik dan I atau manual.

13. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi

Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja

yang telah ditentukan.

14. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir

sebelum ketentuan jam pulang bekeda yang telah

ditentukan.
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Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan

perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar

kota.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan

kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

Banding Administratif adalah upaya administratif yang

dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap

hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri.

Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang

diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas

belajar antara lain berupa biaya perkuliahan, uang

buku, uang transportasi, dan f atau biaya pemondokan.

Laporan Kineda Pegawai adalah laporan kegiatan yang

dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir

bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar

pembayaran Tunj angan Kinerj a.

BAB II

PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain

penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.

Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri

Sipil yaitu SOVI (delapan puluh perseratus) dari kelas

jabatan pelaksana di unit kerjanya yang melaksanakan

tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan

jabatan yang dilamar.

18.

19.

(1)

(2)

(3)
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(4) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini,

Pasal 3

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang

bersangkutan.

Pasal 4

Tunjangan Kineda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tidak diberikan kepada:

a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan pada Badan

Kepegawaian Negara;

b. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di

instansi lain;

c. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan

oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka

tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan

banding administratif kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara;

e. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat

atau tidak dengan hormat;

f. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di

luar tanggungan negara;

g. Pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk

masa persiapan pensiun; dan

h. Pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 5

(1) Setiap Pegawai wajib membuat Laporan Kinerja Pegawai

setiap bulannya.

(21 Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

(1) Pembayaran dan pemotongan Tunjangan Kinerja

dilakukan dengan memperhitungkan Laporan Kinerja

Pegawai, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin sesuai

peraturan perundang-undangan.

(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan kepada:

a. Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja

Pegawai;

b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;

c. Pegawai yang pulang cepat;

d. Pegawai yang tidak masuk bekerja;

e. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan tidak

mengganti waktu keterlambatan;

f. Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir;

g. Pegawai yang cuti sakit yang tidak dirawat inap,

cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan;

danlatau

h. Pegawai yang ddatuhi Hukuman Disiplin.

(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dinyatakan dalam %o (perseratus).

(4) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam

1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus

perseratus).
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Pasal 7

Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25oh (dua

puluh lima perseratus) pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

Pegawai yang terlambat masuk bekerja danlatau tidak

mengisi Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tunjangan

Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

Pegawai yang pulang cepat dan latau tidak mengisi

Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

Pegawai yang tidak masuk bekeda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dikenakan

pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah

dikenakan pemotongan sebesar 5o/o (lima perseratus)

untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan

b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah

dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan

sebesar 2oh (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari

tidak masuk bekerja.

Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dikenakan pemotongan

Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua

perseratus) untuk tiap I (satu) hari tidak masuk

bekerja; dan

(21

(3)

(41
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b. cuti bersalin atau mengalami gugur kandungan

yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan

Tunjangan Kineda untuk paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan

pemotongan sebesar 2o/o (dua perseratus) untuk tiap

1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan

dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas,

rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya

tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kineda.

Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai

menjalani rawat inap untuk waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja, tidak dilakukan pemotongan

Tunjangan Kinerja dan untuk hari berikutnya dikenakan

pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2o/o (dua

perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

Pegawai yang menjalani cuti alasan penting untuk waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan

pemotongan Tunjangan Kinerja dan untuk hari

berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kineda

sebesar 2o/o (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari

tidak masuk bekerja.

Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatanl

pekerjaannya karena diduga melakukan pelanggaran

disiplin tingkat berat, dikenakan pemotongan Tunjangan

Kinerja sebesar 5oo/o (lima puluh perseratus) dari

Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kelas

jabatan terakhir.

Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan

fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit

minimal yang ditentukan, dikenakan pemotongan

Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus)

dari kelas jabatan terakhir dalam jabatan fungsional

yang didudukinya.

(6)

(71

(8)

(e)
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(10) Dalam hal Pegawai dibebaskan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), pembayaran

tunjangan kinerjanya tetap dikenakan pemotongan

lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Dalam hal Pegawai berlokasi kerja di Daerah Khusus

Ibukota Jakarta berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai yang terlambat masuk bekerja sampai

dengan 30 (tiga puluh) menit, wajib mengganti

waktu keterlambatan sesuai waktu keterlambatan

setelah jam pulang bekeda pada hari yang

bersangkutan; dan

b. Pegawai yang terlambat masuk bekeda lebih dari 30

(tiga puluh) menit tidak dapat mengganti waktu

keterlambatan.

Besaran persentase pemotongan Tunjangan Kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

Pegawai yang pulang cepat dan latau tidak mengisi

Daftar Hadir, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

Pasal 10

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21 huruf h dikenakan

pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan

berupa:

1) teguran lisan, dikenakan pemotongan sebesar 2OoA

(dua puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan;

(21

(3)
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2l teguran tertulis, dikenakan pemotongan sebesar

20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan;

dan

3) pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan

pemotongan sebesar zooh (dua puluh perseratus)

selama 4 (emPat) bulan.

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang

berupa:

1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)

tahun dikenakan pemotongan sebesar 3oo/o (tiga

puluh perseratus) selama 5 (lima) bulan;

2l penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

dikenakan pemotongan sebesar 3oo/o (tiga puluh

perseratus) selama 6 (enam) bulan; dan

3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1

(satu) tahun dikenakan pemotongan sebesar 30%

(tiga puluh perseratus) selama 7 (tujuh) bulan.

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat

berupa:

1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

(tiga) tahun dikenakan pemotongan sebesar 4oo/o

(empat puluh perseratus) selama 8 (delapan) bulan;

2l pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan

sebesar 4}o/o (empat puluh perseratus) selama I
(sembilan) bulan; dan

3) pembebasan dari jabatan dikenakan pemotongan

sebesar 4Oo/o (empat sepuluh perseratus) selama 10

(sepuluh) bulan.

Pasal 1 I

Pemotongan Tunjangan Kinerja

dalam Pasal 10, dikenakan

berikutnya sejak kePutusan

Disiplin dinyatakan berlaku.

sebagaimana dimaksud

terhitung mulai bulan

penjatuhan Hukuman

C.

(1)
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(2\ Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan mendapatkan hak cuti

besar, maka yang bersangkutan tetap dikenakan

pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai jangka waktu

yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan

berikutnya sejak yang bersangkutan masuk bekerja

kembali.

Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 diajukan keberatan dan

hukuman disiplinnya diubah, maka tunjangan kinerja

yalrrg bersangkutan dilakukan pemotongan sesuai

dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.

Pemotongan atau pembayaran kembati tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai

bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan

ditetapkan.

Pasal 12

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan

sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja

kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka

terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan

pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. dipotong sesuai jenis hukuman disiplin yang

pertama; dan

b. dipotong kembali sesuai jenis hukuman disiplin

yang berikutnya setelah selesainya pemotongan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(21 Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin dan

sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kineda

kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai

Pegawai/ Mencapai Batas Usia Pensiun/ Meninggal

Dunia, maka pemotongan Tunjangan Kineda dinyatakan

berakhir pada bulan berikutnya.

(3)

(4)
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Pasal 13

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai

yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke

Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan

hukuman disiplinnya meringankan Pegawai, maka

Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan

berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10.

Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai

yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke

Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan

hukuman disiplinnya dibatalkan, maka tunjangan

kinedanya dapat dibayarkan kembali-

Pemotongan atau pembayaran kembali tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

terhitung bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan

dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif

ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan diijinkan

untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pemotongan

sebesar SOoh (lima puluh perseratus) sesuai dengan kelas

jabatan terakhir yang didudukinya sampai

ditetapkannya

Kepegawaian.

putusan Badan Pertimbangan

(21

(3)

(4)
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(1) Pegawai

Pasal 14

yang diberhentikan dari jabatan

struktu r al I dibebaskan sementara dari jabatan

fungsional karena melaksanakan tugas belajar dan

hanya mendapatkan tunjangan tugas belajar berupa

biaya kuliah (semester), tidak dilakukan pemotongan

Tunjangan Kinerja.

(21 Pegawai yang diberhentikan dari jabatan

struktu r al I dibebaskan sementara dari jabatan

fungsional karena melaksanakan tugas belajar dan

mendapatkan tunjangan tugas belajar berupa biaya

kuliah (semester) dan tunjangan tugas belajar lainnya,

dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar SOoh

(lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang

dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang

didudukinya.

Pasal 1 5

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara

karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi

tersangka tindak pidana, tidak diberikan Tunjangan

Kinerja selama masa pemberhentian sementara.

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah,

maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung

mulai bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan

dinyatakan telah melaksanakan tugas.

(1)

(21



(1)
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Pasal 16

Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar

kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir

pada ja- masuk danlatau jam pulang, tidak dikenakan

pemotongan Tunjangan Kinerj a.

Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat pernyataan

melaksanakan tugas kedinasan.

Surat Pernyataan melaksanakan tugas kedinasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibuat menurut

contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

Pasal 17

Pemberian, pemotongan, dan penghentian pembayaran

Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1

Juli 2Ot6.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Besarnya tunjangan kinerja untuk Kepala diberikan setara

dengan kelas jabatan 18 dan Wakil Kepala diberikan setara

dengan kelas jabatan 17.

(2)

(3)
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Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini

mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 13 Tahun 2ol2 tentang Tata Cara Pemberian,

Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 20 15 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 13 Tah:un 2Ol2 tentang Tata Cara Pemberian,

Pemotongan, dan Penghentian Pembayararr Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2oI5 Nomor 1693),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang

menjalani pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13

Tahun 2OI2 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan,

dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Badan Kepegawaian Negara, dinyatakan tetap berlaku

sampai selesainya pemotongan Tunjangan Kinerja.

(2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan belum

dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13

Tahun 2OI2 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan,
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dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor 45 Tahun 20 15

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Badan Kepegawaian Negara, dikenakan pemotongan

Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Kepala Badan

ini.

(3) Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan

oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka

tindak pidana yang keputusan pemberhentiannya tidak

terhitung mulai awal bulan, maka dikenakan

pemotongan sebesar 5o/o (lima perseratus) untuk tiap 1

(satu) hari tidak masuk bekerja dari besarnya Tunjangan

Kinerja sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang

didudukinya.

(4) Pegawai yang melaksanakan cuti besar atau cuti di luar

tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh

pada bulan pertama danlatau bulan terakhir cutinya,

dibayarkan tunjangan kinerjanya dan dikenakan

pemotongan sebesar 5o/o (lima perseratus) untuk tiap 1

(satu) hari tidak masuk bekerja dari besarnya Tunjangan

Kinerja sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang

didudukinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Mei 2016

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Jwni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA RBPUBLIK INDONBSIA TAHUN 20T6 NOMOR 822

Salinan ses dengan aslinya

BADAN N NEGARA

Direktur P ng-undangan,

Haryomo wi Putranto



LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KBLAS JABATAN DAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Salin
BAD

Direktur

aslinya
NEGARA
g-undangan,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

NO KELAS JABATAN
TUNJANGAN KINERJA

PBR KELAS JABATAN

1. 18 Rp. 22.842.000,00

2. T7 Rp. 20.122.000,00

3. I6 Rp. L7 .413.000,00

4. 15 Rp. 12.518.000,00

5. I4 Rp. 9.600.0OO,O0

6. 13 Rp. 7.293.000,00

7. T2 Rp. 6.O45.000,00

8. 11 Rp. 4.519.000,00

9. 10 Rp. 3.952.000,00

10. 9 Rp. 3.348.000,00

11. 8 Rp.2.927.000,00
12. 7 Rp.2.616.OOO,O0

13. 6 Rp. 2.399.000,00

t4. 5 Rp.2.199.000,00
15. 4 Rp.2.O82.000,00
16. 3 Rp. I.972.000,00

17. 2 Rp. I.867.000,00

18. 1 Rp. L.766.000,00

Haryomo Dwi Putranto



LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TBNTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA PtrGAWAI

Mengetahui,

(Atasan Pegawai yang bersangkutan)

aslinya
EGARA

Direktur -undan gar7.,

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN .... TAHUN ......

Yang membuat laporan,

(Pegawai yang bersangkutan)

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

NAMA NIP
JABATAN UNIT KERJA
NO HARI/TANGGAL RINCIAN KBGIATAN HASIL

Haryomd



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR T2TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA

DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN

Direktur

N NBGARA

ng-undangan,

Haryo

TINGKAT TERLAMBAT

MASUK (TM)
WAKTU TERLAMBAT

PERSENTASE

PEMOTONGAN

TMl 30 menit o,5 o/o

TM2 > 31 s.d. < 60 menit I%

TM3
> 61 menit danlatau tidak
mengisi daftar hadir
masuk bekerja

1,5 %
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LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAWAI YANG PULANG CEPAT

DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan

BADAN

Direktur Pe

aslinya

NEGARA

g-undangan,

Harvomo i Futranto

TINGI(AT PULANG

CEPAT (PC)

WAKTU PULANG

BBKERJA

PERSENTASE

PEMOTONGAN

PCl 30 menit o,5 o/o

PC2 > 31 s.d. < 60 menit I o/o

PC3

> 6I menit dan/atau tidak
mengisi daftar hadir
pulang bekerja

r,5 0/o

3,;;Jf"



LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA

DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

YANG BERLOKASI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN N NEGARA

ng-undangan,

TINGKAT TERLAMBAT

MASUK (TM)
WAKTU TBRLAMBAT

PERSENTASB

PEMOTONGAN

TM

30 menit o%
(apabila mengganti

waktu keterlambatan)

TMl
30 menit o,5 o/o

(apabila tidak mengganti

waktu keterlambatan)

TM2
> 31 s.d. < 60 menit IVo

TM3
> 6 1 menit dan latau tidak
mengisi daftar hadir
masuk bekerja

r,5 o/o

dil"lit']:l#'E'/ l>
* \ I-.!F',:211-,X,trt Q

$"#"J9

Direktur

HaryomE wi Putranto



LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPALA

BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan ses engan aslinya

BADAN NEGARA

g-undangan,

PBRSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAWAI YANG PULANG CEPAT

DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

YANG BERLOKASI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Direktur

TINGKAT PULANG

CEPAT (PC)

WAKTU PULANG

BEKERJA

PERSENTASE

PEMOTONGAN

PC1 30 menit o,5 vo

PC2 > 31 s.d. < 60 menit rah

PC3

> 6I menit dan I atau
tidak mengisi daftar hadir
pulang bekerja

r,5 o/o

Haryomo wi Futranto



LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR

SURAT PERNYATAAN

Tidak Mengisi Daftar Hadir
Karena Melaksanakan Tugas Kedinasan di Luar Kantor

Kepada

Yth. Kepala Biro Kepegawaianl
Kepala Kantor Regional BKN ... /
Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan

Penilaian Kompetensi Pegawai ASN ... *)

di

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada Hari ....., Tanggal . .., saya tidak menglsl
karenaDaftar Hadir pada pagrlsore*)

2 o.-ti*; ;";;; ;;;;;","^,, i'i .;;;;'"; J""*"" *.u"'..nya

Mengetahui:
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/
Kepala Kantor Regional BKN ... /
Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon

dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN...,

hari,

Yang membuat pernyataan,

NIP.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

NIP.

Catatan :

*l Coret Aang tidak perlu

Salinan
BADAN

Direktur Pe

aslinya
EGARA

Haryomci

undangan,


